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LAMPIRAN 

1. DRAF WAWANCARA  

indikator Pertanyaan 

a. Kepemimpinan 

seseorang memiliki 

karakteristik , mudah 

berkomunikasi, kreatif 

dan kepekaan  

b. Pelayanan sosial 

sebagai bentuk usaha 

dalam meningkatkan 

sistem pemerintahan. 

c. Transparansi 

pemerintah terhadap 

maasyarakat dalam 

mengakses informasi.  

1. Apakah bapak kepala desa memiliki 

gaya kepemiimpinan dan karakteristik 

sendiri dalam  

2. Apakah pelayanan sosial dapat 

meingkatkan sistem pemerintahan 

3. Bagaimana transparansi pemerintah 

terhadap masyarakat ? 

4. Apakah pemerintah terhadap masyrakat 

sudah transparan dalam hal mengakses 

informasi  

a. Insidental 

pertanggungjawaban 

perlu dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu 

melalui berbagai 

media 

b. Manajemen keluhan 

sebuah gambaran 

ketidak puasan suatu 

pelayanan yngg 

1. Bagaimana manajemen keluhan dalam 

pelayanan pemerintah yg dibeirikan oleh 

masyrakat  

2. Apa bentuk manajemen keluhan yang 

diberikan masyrakat  

3. Bagaimana sistem pertanggungjawaban 

yang dilakukan ?  

4. Adakah kendala dalam pelaksanaan 

pertanggung jawaban ? 



diberikan pemerintah 

kpd masyarakat 

5. Melalui apa bentuk 

pertanggungjawabnya ?media kah atau 

tatap muka  

6. Dalam berapa kurun waktu untuk 

mempertanggung jawabkan ? 

 

a. Peranan karang taruna 

dalam peemerintah 

desa  

b. Tokoh masyarakat 

sebagai sistem 

kontroling dalam 

pelaksanaan 

akuntabilitas  

c. Peran RT dan RW 

sebagai bagian dari 

aparatur pemerintah 

desa  

1. Apakah karang taruna bersinergitas 

dalam pemerintah desa  

2. Bagaimana peran tokkoh masyarakat 

sebagai kontroling dalam akuntabilitas 

3. Bagaimana peran rt dan rw sebagai 

bagian dari aparatur desa  

a. Respon positif dapat 

langsung ditindak 

lanjuti oleh pemeritah  

b. Respon kebijakan 

dimana respon ini 

memerlukan 

pertimbangan 

kebijakan  

1. Bagaimana bentuk respon kebijakan 

yang diberikan pemerintah  

2. Bagaimana bentuk respon positif yang 

diberikan pemeerintah 

 1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

akuntabilitas ? 



2. Apasaja kendala yang dihadapi ?  

3. Tanggapan mengenai adanya 

akuntabilitas ? 

  

  



 



 


